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DAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGANNYA
BAGI HUKUM INDONESIA MODERN

M. Syamsudin®
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Pendahulaan

Membicarakan hukum dan masya- Studi hukum dan mayarakat dalam
rakat segera mengingatkan kita kepada perkembangannya telah melahirkan ca-
sebuah adagium yang terkenal di ka-  bang ilmu baru di bidang disiplin ilmu
langan para ahli hukum yaitu #di secie-  hukum yaitu Hmu Hukum Sostologis.
tas ibi ius dimana ada masyarakat di  Studi ini menjadi relevan di Indonesia
situ ada hukum. kasena dalam kenyataannya bangsa In-

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Ull dan Staf pada Lembaga Penelitian UIl Yogyakarta.

"aitu mengkaji fenomena hukum yang melampaui batas-batas peraruran normatif,
Tentang Studi ini di Indonesia menurut Satjipto Rahardjo masih dalam taraf penyebaran
gagasan. Lihat Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980) hal.
19 dan masalah Penegakan Hukum, Tinjauvan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru, tanpa
tahun) hal. 8.
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donesia mempunyai keanekaragaman
lingkungan tadisi dan kebudayaan. Ke-
adaan demikian membutuhkan pene-
kunan tersendiri mengenai hakikat-
hubungan antara hukum dengan ma-
syarakatnya, baik sccara sosiologis
maupun antropologis. Kemudian juga
berkaitan dengan kondisi masyarakat
Indonesia yang masih dalam masa
transisi bergerak dari masyarakat yang
mempunyai struktur masyarakat tradi-
sional bergerak ke arah struktur masya-
rakat modern, yang tentunya akan me-
nimbulkan pengaruh yang besar dalam
bidang kehidupan hukum dan masya-
rakat.?

Dengan pertama-tama mendasarkan
diri pada asumsi bahwa hukum itu
ada berkembang mengikuti gerak
dinamika masyarakatnya maka dalaum
kajian ini pertanm-tama berusaha untuk
mengenali secara teoritis beberapa
karakteristik struktur dan perkem-
bangan masyarakat yang dikemukakan
oleh para Sosiolog maupun antro-
polog, kemudian akan melihat bagai-
mana kamkter hukumnya pada tiap-
tiap masyarakat tersebut dengan titik
berat pada masyamkat tradisional. Dari
perspektif ini akan dicoba melihat
karakter hukum yang ada pada masya-
rakat tradisional yang mungkin dapat
dikembanglan untuk menopang sistem
hukum pada masyarakat modern.

Teorl Perkembangan hukum dan

Masyarakat: Tradisional, Madya
dan Modern

Ankie M. M. Hoogvelt dalam buku-
nya Sosiologi Masyarakat Sedang Ber-
kembang mengemukakan bahwa per-
kembangan masyarakat itu melalui tiga
tinglcatan utama, yaitu: primitif, inter-
mediate dan modern. Ketiga tingkatan
utama tersebut dijabarkan lagi dalam
apa yang disebut sebagai subklasifikasi
evolusi sosial sehingga menjadi lima
tingkatan dengan contoh masing-ma-
sing yaitu:

a. Masyarakat Primitif (Masyarakat
Aborigin Australia),

b. Masyarakat Kuno (Kekaisaran
Mesopotamia dan Mesir kuno),

¢. Masyarakat Historis (Cina, India,
dan Kesultanan Islam),

d. Masyarakat Seebed (Israel dan
Yunani)

¢. Masyarakat Modern (Amerika Seri-
kat, Uni Soviet, Eropa, dan Je-
pang).}

Kemudian Selo Sumardjan dengan
mendasarkan diri pada struktur sosial
dan budaya masyarakat, mengklasifi-
kasikan masyarakat menjadi tiga karak-
teristik yaitu:

1. Masyarakat dengan struktur sosial

dan kebudayaan sederhana, ciri-
cirinya adalah

Satjipte Rahardio, Hukuem dan Masyarakat {Bandung: Angkasa, 1980} hal. 30.
*Ankie M.M. Hoogvelt, Susivlogi Masyarabat Sedang Berkembang, Penyadur: Aliman-

dan (Jakama: CV Rajawali, 198%) hal. 33-74.
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h.

Hubungan dalam masyarakat
setempat amat kuat,
Organisasi sosial pada pokok-
nya didasarkan atas adat-istiaday
yang terbentuk mellui tradisi,
Kepercayaan kuat terhadap ke-
kuatan ghail> yang mempenga-
ruhi kehidupan manusia, tetapi
tidak dapat dikuasai olehnya,
Tidak ada lembaga-lembaga
khusus untuk memberi pendi-
dikan dalam bidang teknologi:
ketrampilan diwariskan oleh
orang tua kepada anak sambil
berpraktek dengan sedikit teori
dan pengalaman, dan tidak dori
hasil pemikiran atau ckperinien,
Tingkat butu huruf tinggi,
Hukum yang berlaku tidiak ter-
tulis, tidak komipleks, dan po-
kok-pokoknya diketahui dan
dimengernti semua anggota de-
wasa ini,

Ekonominya sebagian besar
meliputi produksi untuk keper-
luan keluarga sendiri atau buat
pasaran kecil setempat, sedang-
kan uang sebagai alat penukar
dan alat pengukur harga ber-
peran terbatas,

Kegiatan ekonomi dan sosial
yang memeriukan kerjasuma
orang banyak dilakukan secara
tradisional dengan gotong ro-
yong tanpa hubungan kerja an-
tara buruh dan majikan.

2. Masyarakat dengan struktur sosial
dan kebudayaan madya, dengan
ciri utamanya: ‘

. Hubungan dalam kelugrga tetap

kuat, tetapi hubungan dalam
masyarakat setempat sudah
mengendor dan menunjukkan
gejala-gejala hubungan atas da-
sar perhitungan ekonomi,

. Adat-istindat masih dihormati,

tetapi sikap masyarakat mulai
terbuka buat pengaruh dari
luar,

. Dengan timbulnya rasionalitas

dalam cara berpikir orang, ma-
ka kepercayaan kepada Ke-
kuatan-kekuatan ghaib baru
timbul apabila orang sudah ke-
habisan akal untuk menang-
gulangi suatu masalah,

. Di dalam masyarakat timbul

lembaga-lembaga pendidikan
formal kira-kira sampai tingkat
lanjutan  pertanu, tetapi masih
jarang sekali ada lembaga pen-
didikan ketrampilan atu ke-
juruan,

. Tingkat buta huruf bergerak

menurun,
Hukum tertulis mulai niendant-
pingi hukum tak tertulis,

. Ekonomi nmsyamkat memberi

kesempatan lebih bDanyak ke-
pada produksi buat pasaran, hal
ini mulai menimbulkan deffe-
rensiasi dalam struktur masya-
rakat, dengan demikian peranan
uang mulai meningkat,

. Gotong-royong tradisional ting-

gal buat keperluan sosial di ka-
fangan keluarga besar <dan te-
tangga, tetapi potong-rovong
buat keperluan ummum dan buat
kegiatan ckonomi dilakukan
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atas dasar upah uang.

3. Masyarakat dengan struktur sosial
dan kebudayaan pra-modemn atau
modern, ciri-cirinya:

a. Hubungan antara manusia di-
dasarkan terutama atas kepen-
tingan-kepentingan pribadi,

b. Hubungan dengan masyarakat-
masyarakat lain dilakukan se-
cara terbuka dalam suasana sa-
ling mempengaruhi, kecuali da-
lam penjagaan rahasia penemu-
an baru dalam industri,

c. Kepercayaan kuat kepada man-
faat ilmu pengetahuan dan tek-
nologi sebagai sarana untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,

d. Masyarakat tergolong-golong
menurut bermacsm-nracam pro-
fesi serta keahlian yang masing-
masing dapat dipelajari dan di-
tingkatkan dalam lembaga-lem-
baga pendidikan ketrmmnpilan
dan kejuruan,

e. Tingkat pendidikan formal ting-
gi dan merata,

f.  Hulkum yang berlaku pada po-
koknya hukum tertulis yang
amat kompleks adanya,

g Ekonomi hampir seluruhnya

merupakan pasar yang didasar-

kan atas penggunaan uang dan
alat-alat pernbayaran [ain.*

Dari tampilan. di atas dapat di-
peroleh ciri-ciri hukum yang ada pada
nasyarakat tersebut yaitu:

1. Ciri hukum pada masyarakat se-
derhana:

4. Hukum yang berlaku adalah
hukum tidak tertulis,

b. Hukum bersifat tidak komplek,

¢. Pokok-pokok materi hukum
diketahui oleh masyarmakat ang-
gota dewasa.

2. Ciri hukum muasyarakat madya:

a. Hukum yang berlaku adalah
hukum tidak tertulis, berdam-
pingan dengan hukum tertulis,

b. Hukum bersifat sedikit kom-
pleks, ,

3. Ciri hukum pads masyarakat pra-
modem atau modern:

a. Hukum yang berlaku adalah
hukunt tertulis,

b. Hukum bersifat sangat kom-
pleks.*

Untuk melihat secara lebih lengkap
keberadaan hukum dalim ketiga ben-
tuk masyarakat di atas berikut ini
diturunkan beberapa ciri klasifikasi
sistem hukum oleh Soerjono Soekanto
dengan klasifikasi sebagai berikut:

Soerjono Soekanto, Solekan B. Teneko, Hukum Adat Indonesia (Jakarta:

Rajawali, 1981) hal. 41-42.

‘M. Syamsudin, “Hukum Adat dalam Perspekiif Modernisasi Masyarakat”, Makalah

Diskusi Setonan Dosen FH Ui, hal 9-10.

“Soetiono. Soekanto, Perspeltif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta:

Rajawali, 1985) hal. 32.
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1. Sistem bukum bersabaja, (yang ada
dalam masyarakat sederhana)

Pada sistem hukum bersahaja ini
diketemukan masyarakat berburu dan
pengumpul bahan makanan, maupun
masyarakat-masyarakat agraris yang
masih sangat sederhana strukturnya.
Hukum vang berlaku adalah hukum
tidak tertulis dan juga hukum yang ti-
dak dikodifikasikan. Hukum disebar-
luaskan serta dilembagakan melalui
adat-istiadat, tradisi, dogma atau ajaran
agama maupun nilai-nilai. Lazimnya
hukum bersahaja ini berlaku berdam-
pingan dengan norma-norma kuno,
yang kadang sangar sulit untuk dibeda-
kan. Walaupun demikian, perbedaan
antara hukum subtantif dengan hukum
prosedural (hukum ajektif) sering
ditemukan. Hukum subtantif tersebut
mencakup hak-hak, kewajiban-ke-
wajiban, maupun hal-hal vang diperin-
tahkan unwk dilakukan, hal-hal yang
dilarang, serta hal-hal yang diperboleh-
kan. Hukum prosedural mencakup
aturan-aturan mengenai bagaimana hu-
kum substantif dilaksanakan atau di-
ubah. '

Sistem hukum bersahaja ini (tra-
disional) dicirikan oleh Satjipto Ra-
harido sebagai berikut:

a. Mempunyai sifat kebersamaan

yang kuat,

b. Mempunyai corak magis-reli-
gius, yang berhubungan dengan
pandangan hidup masyarakat,

¢. Diliputi oleh pikiran serba kon-
krit, artinya hukum itu sangat

memperhatikan banyaknya dan
berulang-ulangnya hubungan-
hubungan hidup yang konkrit,

d. Bersifat visual, artinya hu-
bungan-hubungan hukum di-
anggap hanya dapat terjadi ka-
rena ditetapkan dengan suatu
ikatan yang dapat dilihat (tanda
yang tampak).”

2. Sistem Hukum Transisional (ma-
dva)

Sistem hukum transisional atau
madya ini diketemukan pada masya-
rakat agraris maju atau pra-industri,
Pada masyarakat-masyarakat tersebut
sub-sistem ekonomi, pendidikan, mau-
pun politik semakin memisahkan diri
dari hubungan-hubungan kekerabatan.
Sebagai akibat peningkatan masalah-
masalah integrasi, maka sistem hukum
sering disebut sebagai sub-sistem,
padahal lebih tepat disebut inter-sub-
sistem karena selain hukum terdapat
pula sub-sistem politik, ekonomi dan
sosial) bersifat semakin rumit dan
meluas ruang lingkupnya. Hal ini tam.
pak dengan semakin terpisahnya lem-
baga-lembaga hukum yang dibentuk
secara formal seperti misalnya penga-
dilan, badan penegak hukum, lembaga
legislatif, dan sebagainya. Para ahli
sosiologi hukum Dberpendapat bahwa
kebanyakan ciri hukum modern sudah
mulai ditemukan pada sistem hukum
transisional, namun dengan derajat
yang lebih rendah. Hukum semakin
terpisah dengan tradisi, adat-istiadat,

"Sajipto Rahardjo, Op. Cit. hal. 153.
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maupun ajaran-ajaran agama. Pada
pelbagai masyarakat timbul perbedaan
antara privat dengan hukum publik.

3. Sistem Hubkum Mcdern

Pada sistem hukum modern, hu-
kum administrasi berkembang pesat,
dan hukum perundang-undangan se-
makin besar peranannya di dalam ma-
syarakat. Proses legislasi yang sebenar-
nya merupakan hasil perkembangan
politik, semakin melembaga sehingga
menjadi sarana yang dianggap sesuai
untuk menyerasikan hukum dengan
kondisi-kondisi sosial dalam masya-
rakat, yang senantiasa berubah dan
berkembang.

Tentang sistem hukum yang mod-
em ini secara rinci Marc Galenter men-
cirikan sebagai berikut:®
a. Terdiri dari peraturan-peraturan

yang uniform dan konsisten di da-

lam penerapannya. Penerapannya
lebih bersifat teritorial daripada per-
sonal, antinya tidak membedakan
agama, suku, kasta, jenis kelamin,
b. Bersifat transaksional. Di sini hak-
hak dan kewajiban-kewajtban tum-
buh dari transaksi-transaksi, baik
ia berupa kontrak, pelanggaran
perdata maupun pidana. Dengan
demikian maka hak-hak dan kewa-
jiban itu tidak timbul sebagai buah
dari keanggotaan seseorang di da-
lam svatu lingkungan tertentu.
¢. Bersifat universal. Pengaturan me-
ngenai hal-hal yang khusus juga

tidak terlepas dari standar yang
berlaku umum. Jadi cara-cara pe-
ngaturan secara intuitif dan bersifat
unik tidak terdapat di sini. Dengan
demikian maka penerapan hukum
itu dapat dijalankan berulang kali
dan juga dapat diduga sebelumnya
mengenal apa yang akan terjadi
(predictable).

. Sistemnya adalah berfenjang (hier-

archical). Di sini terdapat suatu ja-
ringan penerapan hukum yang ter-
atur, dimulai dari tingkat pertama,
meningkat ke banding, dan seterus-
nya. Dengan demikian maka ke-
putusan-keputusan setempat lalu
dapat disesuaikan dengan standar-
standar nasional. Sistemnya juga
dapat dimungkinkan untuk menjadi
uniform dan dapat diduga sebelum-
nya.

e. Diorganisir secara birokratis.
Agar dapat diperoleh unifor-
mitas, maka sistem itu harus
bekerja secara impersonal, me-
mathi prosedur-prosedur yang
telah ditentukan untuk setiap
kasus dan memberikan kepu-
tusan untuk setiap kasus sesuai
dengan ketentuan yang tertulis.

f. Sistemnya bersifat rasional. Pro-
sedur-prosedur dapat diperoleh
dari sumber-sumber tertulis de-
ngan menggunakan teknik yang
dapat dipelajari dan dapat di-
teruskan kepada orang lain tan-
pa memerlukan bakat-bakat
non-rasional. Peraturan itu di-

"Op. Cit. hal. 157.
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nilai dari sudut kemanfataannya
secara intrumental, artinya apa-
kah ia mampu dipakai untuk
memperoleh hasil yang dike-
hendaki. Hukum dengan demi-
kian tidak dinilai dari kualitas-
kualitas formalnya. Misalnya
teknik-teknik pembuktian yang
bersifat teclogis dan formalistis
akan digantikan oleh cara-cara
lain yang fungsional.

g. Sistem itu dijalankan oleh ahli-
ahlinya sendiri yang khusus be-
lajar untuk itu (professional),

h. Manakala sistemnya telah men-
jadi semakin teknis dan kom-
pleks, maka mulailah muncul
penghubung-penghubung pro-
fessional antara pengadilan
dengan orang-orang yang harus
berurusan dengan pengadilan
i

i. Dapat berubah-ubah, astinya
sistem itu bukan merupakan
sesuatu yang dipanding sebagai
suci dan tidak mungkin diru-
bah. Sistem yang modern me-
muat metode-metode yang di-
tetapkan secara teratur dan ter-
buka untuk melakukan penin-
jauan kembali terhadap per-
awran-peraturan ataupun pro-
sedur-prosedur guna meng-
hadapi kebutuhan-kebutuhan
yang berubah atau perubahan
dalam pengutamaan-penguta-
nuan.

j. Bersifat politis. Hukum di sini
dikaitkan dengan negara, kemu-
dian mempunyai monopoli me-
ngenai penyelesatan sengketa-

sengketa yang terjadi di dalam
wilayahnya. lain-lain badan
vang juga menjalankan fungsi
seperti itu hanya dapat bekerja
karena negara memberikan per-
setujuannya.

k. Tugas untuk menemukan dan
menerapkan hukum dipisahkan
secara tersendin, baik mengenai
personalianya, maupun teknik-
nya dari tugas-tugas lin yang
dijalankan oleh pemerintah. Ma-
ka dipisahkan serta dibedakan
tugas-tugas legislatif, pengadilan
dan eksekutif,

Dengan mendasarkan pada teori
klasifikasi masyarakat dikaitkan dengan
karakter hukumnya seperti disajikan
di atas akan sangat membant melihat
bagaimana Keberadaan hukum di da-
fam masyarakat Indonesia masa lam-
pau sekarang dan akan datang. De-
ngan cara ini kita dapat melihat jauh
ke belakang dan memprediksi jauh ke
depan berkaitan dengan kehidupan
hukum terutamm di Indonesia masa
sekarang. Dari penjelasan teori di atas
kiranya dapat ditarik kesimpulin se-
mentara bahwa Indonesia masih ber-
ada pada kondisi masyarakat madya
atau transisi, sehingga kehidupan hu-
kumnya pun masth menunjukkan ciri
dan karakter hukum pada masyarakat
madya atau transisi.

Keadaan Hukiom di Indonesia:
Tarik-Menarik antara Hukom
Tradisional dan Modern

Hukum tradisional dan hukum mo-
dern merupakan unsur-unsur yang me-
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nyusun tata hukum pada kebanyakan
Negara Sedang Berkembang. Negara-
negara ini umumnya mewarisi suatu
tata hukum yang pluralistis sifatnya,
di mana sistem hukum tradisional
berlaku berdampingan dengan mdem.
Keadaan ini tidak terkecuali juga kita
jumpai di negara Indonesia.

Komponen yang penting dari plu-
ralisme itu adalah berlakunya hukum
barat di satu pihak dan hukum adat
di pithak lhin (juga hukum Islam =
tambahan penulis). Sejak kemerde-
kaan maka dualisme antara hukum
barat dan hukum adat Indonesia telah
banyak menyita perhatian dan pertu-
karan pendapat di antara para ahli
hukum Indonesia.

Salah satu miasalah yang banyak
ditelanh dan dibicarakan dalam hu-
bungan ini adalah mengenai tempat
dari hukum adat dewasa ini dalam su-
sunan tata hukum Indonesia. Hal yang
menarik adalah mengenai pencirian
hukum adat sebagai jenis hukum yang
tidak lagi terikat oleh adat dan ke-
biasaan lama, melainkan suatu jenis
hukum di Indonesia yang senantiasa
menyesuaikan diri dengan tuntutan
dan perkembangan nusyarakat yang
modern. Tetapi bagaimanapun juga
tidak dapat ihilangkan asosiasi orang
tentang hukum adat ini dengan hukum
asli bangsa Indonesia dan keaslian ter-
sebut tidak dapat dilepaskan dari suatu
susunan masyarakat yang masih berada
dalam tahap pra-modern (transisi).”

Hukum dan lembaga-lembaga tra-
disional Indonesia merupakan bagian-

bagian kehidupan sosial yang telah
melembaga. Hal ini telah merupakan
faktor-faktor yang sangat menentukan
dalam proses sosialisasi para warga
masyarakat. Orientasi mereka dalam
proses sosialisasi tidak dapat mening-
galkan hukum dan lembaga-lembaga
tersebut.

Oleh Karena masyarakat Indonesia
pada kenyataannya masih dalam ta-
hapan masyarakat madya (transisi)
yaitu masyarakat yang sedang berkem-
bang dari masyarakat agraris-tradisional
ke masyarakat industri modern maka
dengan mendasarkan diri pada teori
di atas maka keberadaan hukumnya
juga masih mengikuti ciri-ciri hukum
yang berada pada masyarakat madya
atau transisi tersebut. Pada umumnya
masih dijumpai adanya dua atau lebih
sistem hukum yang berlaku secara
berdampingan. Namun di sisi lain ki-
lau kita melihat semangat pemba-
ngunan hukumdi Indonesia, arah dari
pembangunan hukum Indonesia itu
seperti yang selalu disebut dalam
GBHN adalah semangat nasionalisme
untuk mewujudkan sistern hukum nmio-
dem Indonesia yang hanya mengabdi
kepada kepentingan nasional dengan
cirl yang menonjol adalah unifikasi
hukum.

Namun barangkali yang menjadi
masalah secara teoritis adalah ketika
kita berhadapan dengan dua atau lebih
sistem hukum vyang berbeda dalam
sumber nilai-nilainya maupun sistem-
nya, sedangkan kedua-duanya it di-
terima berlakunya dalam wilayah yang

*Op. Cit. hal. 130-131
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sama, maka lantas bagaimana pem-
bagian kerja diantara keduanya.
Sejarah tata hukum Indonesia telah
memberi contoh tentang alternatif pe-
ngaturan, yaitu dengan cara membagi-
bagi penduduk Indonesia menjadi
beberapa golongan dan untuk masing-
masing golongan berlaku hukumnya
masing-masing (1.S. pasal 163 jo 131).
Dalam pengaturan ini maka untuk
golongan orang Indonesia asli pada
dasarnya berlaku hukum adatnya, se-
dangkan untuk orang Eropa yang me-
reka yang dipersamakan dengannya
berlaku hukum Eropa, yang diiden-
tikkan dengan hukum yang modem.
Namun kemudian dengan berdiri-
nya Negara RI, suasananya menjadi
lain. Politik hukum yang dijalankan
menjadi berubah. Penyusunan tata hu-
kum baru hendak diamhkan kepada
suatu tata hukum nasional dengan hu-
kum adat sebagai bahan dasarnya. Po-
litik ini juga telah ditunjukkan dengan
keluamya UU No. 5 tahun1960 tentang
Undang-Undang Pokok Agraria.
Dalam kaitan ini Soerjono Soekanto
pernah mengemukakan bahwa: “Tidak
perlu mempertentangkan antara hu-
kum adat dengan hukum modern,
akan tetapi bagaimanakah membentuk
sistem hukum yang fungsional dalam
arti hukum sebagai alat pengendali so-
sial dan juga sebagai alat social-engi-
neering. Tujuan tersebut bukan sama
sekali meremehkan hukum adat, sebab

yang perlu bagi hukum adat adalah
“het stelsel vender to bouwen ...; het
zal dus bij gelengenheid zijn;
verbouwen! Hal ini berarti bahwa
disamping memperkembangkan unsur-
unsur asli, unsur-unsur asing mungkin
saja berguna bagi pembentukan hu-
kum nasional. Sehingga pada hakikat-
nya masalahnya adalah bagaimana pe-
ranan hukum adat, yang merupakan
konkritisasi sistem nilai dan budaya,
dapat fungsional membentuk hukum
nasional, yang kemudian disebut hu-
kum Indonesia modemn™.'

 Senada dengan pendapar di aws
M. Koesnog,' mengemukakan pen-
dapatnya secara tegas dan argumenta-
tip bahwa untuk menyusun sebuah
aturan hukum maka diperlukan tiga
bahan yaitu: pertama, baban idiil, dan
yang kedua, baban riil dan ketiga,
babasa.

Yang dimaksud dengan bahan idiil
adalah cita-cita dan akal bndi bangsa.
Bahan-bahan ini berada dalam alam
susila yang sifatnya irrasional dan ba-
han yang berada dalam alam rasional.
Yang berada dalam alam susila adalah
hal-hal yang berhubungan dengan
pandangan baik dan buruk, cita-cita
dan filsafat hidup bangsa beserta jalan
pemikiran yang diikutinya. Sedangkan
bahan yang sifatnya rasionat terdiri atas
hal-hal yang berhubungan dengan soal
pengertian, teknik dan sistem yang
terdapat dalam setiap sistem hukum.

wSoeriona Soekanto, Beberupu permasalaban Hukum dalam Kerangka Pemba-
ngunan di Indonesia (Jakana: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975) hal. 1i0.

"M. Koesnoe, Hulum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Surabaya:

Mandar Maju, 1992) hal. 3.
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Yang dimaksud dengan bahan riil
berupa lingkungan hidup yang mengi-
tari hidup bangsa, yang terdiri dari
tiga hal yaitu manusia, alam dan tra-
disi. Bahan ini yang memberikan wu-
jud nyata kepada hukum. Scbagai ba-
han nyata, bahan-bahan riil ini mem-
berikan wujud yang berbeda-beda an-
tara satu daerah dengan daerah lainnya
di Indonesia.

Bahan yang ketiga adalah Ixahasa
yang merupakan sarana dan alatnya.
. Bahan-bahan di atas akan berhasil de-
ngan tepat dan dapat memenuhi de-
ngan sebaik-batknya segula tuntutan
dan harapan bangsa bilamana dinyata-
kan dan dirumuskan dalam bahasa
bangsa yang bersangkutan. Karena
banya bahasa dad bangsa yang ber-
sangkutan yang benar-benar sanggup
dengan sepenuh-penulinya menyata-
kan cita-cita pikiran bangsa yang ber-
sangkutan dengan tepat.

Oleh sebab itu hukum berkait erat
dengan balwasa suatu bangsa. Kata-kata
atau istilah-istilahnya jika memakai kata
atau istilah bahasa dari bangsa yang
bersangkutan akan mengena dengan
jitu cita-rasa bangsa itu dan diterima
serta dimengerti secara mudah; sistern-
nya dan bahasanya juga mengikuti
selera jalan pikiran bangsa itu. Cara-
cara memakainya memadai pula nilai-
nilai buday: negara tersebut. Oleh se-
bab itu hukum perlu memakai bahasa
nasional dan tertib pemikiran yang
sesuai dengan apa yang hidup dalam
budaya bangsa tersebut,

Unsur-unsur dari luar yang asing
dengan sendirinya dapat ditampung ke
dalam suats tata hukum nasional, te-
tapi hak-itu hanya dengan pengertian
bilamana unsur-unsur asing itu benar-
benar diperlukan. Selan itu juga se-
telah mengalami penyvesuaian dengan
perasaan dan cita-cita sena sistem dari
bangsa itu.

Kemungkinan Mengembangkan
Nilai Hukum Tradisonal:
Nilai Primer dan Sekunder

Indonesia merupakan nusyarakat
yang mengalanti pengaruh nilai-nilai
yang heterogen. yang dimulai ketika
terjadi kontak-kontak dengun bangsa
lain di dunia. terutama bangsa barat.
Suasana yang demikiin sangat mem-
pengaruhi kehidupan hukumnya, ter-
utama ketika dihadapkan kepada pro-
ses pembangunan hukum.

Menurut Kitckbon, nilai merupa-
kan *a concepttion of the desimble™.
Dalam pada iw ailai-nilai ada bebernpa
tingkatan, yaitu primer vang merupa-
kan pegangan hidup bagi suaru ma-
syarakat. Di samping itu ada nilai-nilai
sekunder yang berhubungan dengun
kegunaan.'?

Jika nilai-nilai primer membicara-
kan tentang hal-hal vang abstrak,
seperti kejujuran, keadilan, keluhuran
budi dan sebagainya, maka nilai-nilai
sekunder membicarakan hal-hal vang
konkrit misalnva dasar-dasar menerima
kelvarga berencanu. bahkan norma-

“Soedjito Sosrodiharjo, “Hikim Adat dalam Realitas Penghidupan . \Inhalah Seminar
Masa Depan Hukum Adat, FH Ull, 1988, hal. 5-5.
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norma hukum pada umumnya lebih

banyak ditunjukkan kepada nilai-nilai
sekunder, yaitu untuk memecahkan
persoalan yang sedang dihadapi secara
konkrit. Tentu saja hukum juga didasari
dengan nilai-nilai primer, tetapi dalam
nilai sekunder sifatnya lebih nyata.
Timbulnya nilai-nilai sekunder adalah
sesudah penyaringan nilai-nilai primer.
Teknologi misalnya berisikan nilai-nilai
sckunder.

Di Jepang, kita mengenal nilai-nilai
kesatriaan Bushido. Kemajuan yang
dicapai oleh Jepang disebabkan oleh
orang Jepang mempertahankan nilai-
nilai primernya, dengan mengubah ni-
lai-nilat sekundernya. Di dalam mema-
sarkan hasil-hasil produksi mereka,
orang Jepang mempelajari nilai-nilai
primer dan nilai-nilai sekunder dari
masyarakat konsumen. Misalnya TV
Jepang diberi sakelar otomatis, jika
ditutup otommtis akan mati, karena
orang Jepang mengetahui bahwa
orang-orang Asia, termasuk Indonesia,
tidak akan lupa menutup TV, tetapi
lupa mematikan listriknya.

Manajemen Jepang merupakan
perkawinan antara tata laksana mo-
dern, dan tata nilai yang bersifat pri-
mer. Kesetiaan bawahan terhadap
atasan merupakan nilai di jaman Bu-
shido. Demikian pula tanggung jawab
atasan terhadap bawahan. Kesetiaan
bawahan terhadap atasan didasarkan
pada nilai-nilai yang disebut Tswame
atau kebulatan hati. Perpaduan antara
nilai-nflai Bushido dengan nilai tata
kerja modern inilah yang merupakan
hukum adat tidak tertulis di peru-
sahaan-perusahaan Jepang.

Jepang adalah negara yang banyak
menggunakan robot dalam industrinya,
tetapi hukum adatnya melarang me-
ngadakan PHK. Terhadap pegawai-
pegawai yang berlebih diberi pendi-
dikan dan kemudian diberi pekerjaan
antara lain pemanfaatan limbah seperti
produksi buku tulis dan ballpoint oleh
Mitsubisi (sebuah industri yang banyak
membuat barang-barang otomatif,
mesin industri dan listrik). Tanggung-
jawab atasan terhadap bawahan meruy-
pakan nilai tradisional, yang kemudian
dihubungkan dengan teknologi mo-
dern.
Keadaan ini juga terjadi di Afrika
sebagaimana dikemukakan oleh David
N. Smith dalam wlisannya yang ber-
judul Man and Law in Urban Africa:
A Role Costomary Curt in Urbaniza-
tion Process bahwa proses urbanisasi
di Afrika merupakan proses seleksi ter-
hadap nilai-nilai senta terhadap pena-
taan kembali kehidupan pribadi dan
kelembagaan yang bersifat menambah
(additive) dan tidak seharusnya bersifat
menggantikan (subtitutive). Ikatan-
ikatan tradisional itu dipertahankan dan
dalam banyak hal mampu memberikan
pelayanan terhadap kerangka referensi
yang dibutuhkan oleh orang-orang
Afrika kota (modern) dalam meng-
organisasi kehidupannya. Orang-orang
Afrika kota telah mengembangkan
kelembagaan-kelembagaan asli tertentu
yang membantu mereka di dalam me-
lakukan penyesuaian terhadap ling-
kungan urbannya. Lembaga-lembaga
yang mereka pertahankan di dalam
kehidupan kota merupakan jembatan
yang mengantarkan mereka dari kehi-
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dupan kesukuannya (tribal) kepada
kehidupan urban yang baru, sehingga
kehidupan urban yang baru dengan
serba tuntutannya yang masih sangat
asing bagi mercka itu dapat diperta-
hankan.

Mengenai lembaga yang masih me-
ngandung sifat keaslian itu dikatakan
oleh Smith, sekalipun mereka mengem-
bangkan pemakaian berbagai prosedur
barat, dan telah menyesuaikan tujuan-
twjuan yang modern, namun sumber-
nya tetap asli. Himpunan-himpunan
tradisional iu telah memberikan ke-
pada migran suasana rumah yang jauh
dari rumab dan memperkuat atau
memperzhankan ikatan-ikatan kede-
saan, mereka telah membina suatu sis-
tem nilai vang dekat sekali dengan
yang ada dalam masyarakat desanya.

Dikatakan lebih lanjut, bahwa him-
punan-himpunan tradisional modem
mencoba untuk mengadaptasi pola
tingkah laku pedesaan ke dalam hidup
perkotaan, mereka telah membantu
untuk menciptakan sistem nilai cam-
puran (syncretic} yang baru, yung selu-
ruhnya tidak bersifat kota maupun
desa. Tegangan antara nilai-nilai hu-
kum barat dan tradisional diungkap-
kan oleh Smith dalam hubungannya
dengan penempatan dari hak dan ke-
wijiban di datam kedua sistem itu.
Pengadilan adat di Afrika lebih ber-
urusan dengan hubungan-hubungan
sosial daripada dengan penetapan hak-

hak dan kewajiban di dalam kerangka
hukum. Referensi yang dipakainya ada-
lah pola-pola hubungan yang mem-
bentuk di dalam hubungan sosial dan
bukan penerapan dari hak-hak dan
kewajiban hukum tertentu.’*

Hukum adat di Indonesia, yang
sering direpresentasikan sebagai hu-
kum tradisional, Kaya akan nilai-nilai
primer yang sejak zanan dahulu di-
jadikan pegangan dan hingga sekarang
masih dijadikan acuan. Hukum adat
dapat berfungsi sebagai pemacu in-
dustri sepenti halnya di Jepang.

Di desa-desa di sekitar Klaten, di
mana tumbuh industri kecil, sebenar-
nya juga berlaku kebiasaan yang
serupa. Jika tidak ada pekerjaan, buruh
tidak di PHK. tetapi juga tidak men-
dapat upah, hanya mendapat makan
dan para pekerja melakukan pekerjaan
di rumah majikannya. seperti menyapu,
menimba air dan sebagainva. Jika ada
pesanan yang harus digarap oleh pe-
rusahaan, maka para pekerjp mela-
kukan pekerjapan dan mendapakan
upah seperti biasa. Praktek kebiasaan
seperti ini sering tidak tercover dan
tercatat dalamy hukum di Indonesia.™

Orang sudah lupa, atau mungkin
tidak tahu bahwa ada kekayaan yang
terpendam dalam masyarakat kita yang
berupa nilai-nilai primer. Barangkali
karena orang terlalu terpesona dengan
teori-teori hukum barat vang sebenar-
nya tidak cocok untuk diterapkan di
Indonesia.

“Sajipto Rahardjo, Op. Cit. hal. 91-92.

“Soedjito Sosrodthardjo, Op. Git. hal. 6.
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Maka kekhawatiran yang ada pada
tahun 1920 menjadi kenyataan, Orang
Jawa tidak lagi nJawani. Hukum dan
@ta Kkerja barat mungkin saja dite-
rapkan tanpa memperhatikan ling-
kungan kebudayaan yang ada. Ke-
adaan ini terdapat juga di perguruan
tinggi kita. Orang lebih suka memper-
gunakan dan mensitiv pendapat orang
barat, tanpa memperhatikan bahwa
pendapat mereka berasal dari ling-
kungan kebudayaan vang berbeda. Se-
harusnya pemikiran dan kebudayaan
kita sendiri vang merupakan kekuatan
vang menarik pemikiran-pemikiran
baru dan bukan pendapat omng lain
vang menarik kekuatan pemikiran kita.
Cara vang dilakukan ini ibarat kuda
vang dipasang di belakang dokar vang
seharusnya ditarik,

Jika nilai primer kita diabaikan
maka akan teradi apa viang disebut
kebudayuan mestizo, vaitu kebudayaan
vang tidak lagi mempunyai corak yang
khas. seperti vang disebut pada tulisan
tahwn 1920-an yaitu Encik dudu, Cina
dudu. Jawa dudiu artinya Arab bukan,
Cina bukan. Yaitu tidak mempunyai
fatidiri sehingga tidak diperhitungkan
orang lain.'*

Kita berkeinginan mengembangkan
nilai-nilai primer untuk dijadikan pe-
gangan hidup. Tanpa memiliki nilai-
nilai primer maka masyarakat akan ke-
hilangan pegangan hidup dan mudah

dikacaukan oleh keadaan luar. Oleh
karena ini penting memperhatikan
nilai-nilai sekunder yang berubah.

Kebiasaun-kebiasaan dalam dunia
bisnis (perdagangan), perbankan, ko-
perasi, dan lain-lain merupakan cbijek
vang mungkin dapat dipelajari dan
dikembangkan untuk mengisi berbagai
kekosongan hukum y:ng sering terjadi
di dunia modern yang lebih canggih
dan sangat cepat perubahannya, De-
ngan mempelajari kebiasaan-kebiasaan
yang tidak tertulis dalam bidang ko-
perasi, perbankan, transaksi, pena-
naman modal using din sebagainya
orang akan dapat mengetahui apa yang
akan terjadi di masa mendatang.

Dari kebiasaan-kebiasaan, konven-
si-konvensi dapat memperluas penger-
tian tentang hukum yang sedang ber-
laku {positif) dan sekaligus dapat mem-
perluas pengetahuan kita akan per-
kembangan hukum Indonesia di nmsa
mendatang. '

Penutup

Sebagai kata penutup ada sebuah
adagium yang sangat terkenal di ka-
langan tradisionalis ketika mensikapi
masalah modemisasi, yang sering di-
sebut sebagai sikap yang eclectis yaitu
sikap yang mampu menyerap dan
menerima hal-hal baru disertai sikap
kritis dan terbuka. Adagium itu adalzh

“Soetardio. M dan Prawirawinarsa, AR (Balai Pustaka: 19200, hal. 19 dalam Soedjito
Sosrodiharjo, Keduduban Hubnm Adat dalam ndustrialisasi. Makalah Seminar Masa

Depan Hukum Adar. FH Ull, 1988.
"Op. Cit
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Al-Mubafadbab ‘alal. godimisshalib

wal-akbdly ‘alal jadid al-asiab, yang

artinya kurang lebih memelibara tra-
disi (hebtasaan) lama yang baik dan
mengambil bal-bal baru yang lebib
baik. Adagium ini kiranya menijadi
penting dan relevan bila dikaitkan de-
ngan konteks pembangunan hukum
di Indonesia yang sedang berlangsung.

Pembangunan hukum pada dasar-
nya adalzh membangun suatu tata hu-
kum modern Indonesia vang tentuny:
tidsk boleh tercerabut dari basis sosial
(kebudayaan) masyarakatnya. karena
hukum akan kehilangan makna dan
daya berlakunya di amsyarakat mana-
kala ia melepaskan diri dari basis sosial
(kebudayaan) masyarakat. Hal ini
karena pada hakikatnya hukum ijtu
merupakan representasi atiu cermin
dasi. jiwa dan kepribadian masyamkat

i

di mana masyarakat itu berada dan
berkembang. Hukum yang terdapat da-
lam masyarakat manusia, betapa seder-
hana dan kecilpun masvarakat it
menijadi cerminnya. Von Savigny me-
ngajarkan bahwa hukum mengikuti
volkgeist (jiwa/semangat) dari masya-
rakat tempat hukum itu berlaku.
Hukum suatu bangsa adalah pan-
caran salah satu aspek budiiya bangsa
yang bersangkutan dan dibangun de-
ngan segala apa yang menjadi milik
budaya bangsa yang bersangkutan.
Qleh karena itu tepat kiranya pepatah
tradisional mengatakan hancur adat
hancur bangsa artinya kelomipok mm-
syarakat (bangsa) tidak akan ada nilai-
nya dalam kehidupan kemanusinan-
nya bila hancur marabatnya. hancur
budi-bahasanya dan adat-istindatnya. e

Ankie M.M. Hoogvelt, (199%), Sosinlog:

Masvaraka! Sedang Berlembang,

" Penyadur: Alimandan, Jakarta, CV
Rajawali.

Daniel S. Lev., (1990), Hukum dan

Politik di Indonesia, Peneriemah,
Nirwono dan AE Priyono. Jakarta,
LP3ES.
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